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PENDAHULUAN
Percepatan pertumbuhan penduduk di
Indonesia telah menimbulkan
tantangan signifikan dalam
pengelolaan ruang perkotaan.
Urbanisasi yang tidak terkontrol sering
kali mengarah pada fenomena urban
sprawl, di mana fungsi-fungsi kota
berpindah ke daerah pinggiran tanpa
perencanaan yang matang, yang
mengakibatkan kesulitan dalam
pengelolaan lahan dan sumber daya.
Dalam menghadapi permasalahan ini,
konsep kota mandiri yang dibangun
oleh swasta muncul secara masif dan
menjadi solusi yang menjanjikan,
dengan tujuan menciptakan kawasan
perkotaan yang dapat memenuhi
kebutuhan dasar penduduknya secara
mandiri, lengkap dengan infrastruktur
dan layanan yang saling terhubung.
Kota mandiri ini dalam temuan artikel-
artikel ilmiah, sering diistilahkan
dengan sebutan private city atau kota
swasta.

.

Meskipun private city menawarkan berbagai
manfaat, seperti kemandirian energi dan
pengurangan kesenjangan sosial, terdapat
kekhawatiran bahwa pengembangan ini
dapat menciptakan lingkungan yang
terisolasi dan mengurangi interaksi sosial
antarwarga. Hal ini menunjukkan bahwa
pembangunan private city tidak selalu
menjamin tercapainya keberlanjutan atau
kesejahteraan sosial secara merata. Oleh
karena itu, penting untuk menilai apakah
pembangunan private city benar-benar
dapat mengatasi masalah urbanisasi, atau
justru  memperburuknya, dengan
menciptakan tantangan baru seperti drakula
urbanisme (Dracula Urbanism).

Dracula Urbanism adalah konsep yang
diperkenalkan oleh Wilson dan Wyly (2022)
untuk menggambarkan dinamika
pembangunan kota-kota  di dunia   kapitalis
maju.   Secara  lebih  rinci,  Dracula Urbanism 

politik dan ekonomi menjadi motor utama
pembentuk kota-kota masa depan yang
tampaknya berfokus pada inovasi dan
efisiensi, tetapi dalam praktiknya sering
mengabaikan kebutuhan atau hak-hak
sebagian besar penduduk, khususnya
masyarakat lokal. Dengan kata lain, ini
adalah jenis urbanisme yang
"memanfaatkan" sumber daya kota dan
penduduknya (seperti halnya Dracula yang
menghisap darah), tetapi dalam cara yang
tidak terlihat jelas oleh banyak orang. Hal ini
menyembunyikan dampak negatifnya,
seperti eksklusi sosial, penggusuran, atau
kesenjangan yang lebih dalam antara
kelompok kaya dan miskin, meskipun di luar
tampak seperti kemajuan modern (Kirk,
2024). Atas dasar hal tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk membedah konsep private
city dan menganalisa dampak
pembangunan private city terhadap masa
depan keberlanjutan pembangunan
peradaban. Melalui uraian analisis penelitian
ini, diharapkan dapat menghadirkan
pemahaman yang lebih utuh mengenai
refleksi pengembangan private city untuk
keberlangsungan peradaban.
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MEMBEDAH KONSEP KOTA
SWASTA (PRIVATE CITY)
KONSEPSI
Private city adalah konsep kota atau wilayah
yang dikelola dan dikendalikan oleh entitas
swasta, seperti perusahaan atau
pengembang properti, alih-alih pemerintah
atau badan publik. Dalam model ini, fungsi-
fungsi yang biasanya menjadi tanggung
jawab pemerintah—seperti penyediaan
layanan publik, infrastruktur, keamanan, dan
perencanaan kota—dikelola oleh pihak
swasta dengan tujuan untuk menghasilkan
keuntungan atau memberikan kontrol yang
lebih besar terhadap penggunaan dan
pengelolaan ruang kota. Private city dapat
dipahami sebagai suatu proyek
pengembangan permukiman yang mampu
menyediakan unsur-unsur perkotaan secara
lengkap dan utuh, meliputi unsur perumahan,
fasilitas sosial, fasilitas umum, perdagangan,
dan juga industri (Diningrat 2014). Selain itu,
private city juga menunjukan keadaan fisik
kota yang memiliki kawasan bergengsi,
penduduknya menikmati fasilitas berkualitas
tinggi, pemerintahnya menerima
pendapatan anggaran yang besar, dan
pengembangnya memperoleh keuntungan
yang besar (Anne, 2015). 

Pengembangan private city menurut
Leisch (2000) setidaknya memiliki tiga
motif yaitu untuk memenuhi keinginan
masyarakat agar hidup dalam
lingkungan yang tenang, modern, dan
aman; kedua, untuk memberikan
peluang investasi; dan ketiga, untuk
memperoleh keuntungan moneter
yang besar dan cepat. 

Private city identik dengan citra kawasan elit
masyarakat perkotaan modern untuk kelas
menengah atas yang dikembangkan oleh
developer swasta. Kemunculan kelas
menengah perkotaan yang kaya yang
menuntut ruang perkotaan yang sesuai
dengan gaya hidup ‘modern’ (kondominium,
villa, pusat perbelanjaan, menara
perkantoran, dll.) ditangkap sebagai peluang
bisnis oleh pengembang melalui
pengembangan real estate. Salah satu
wilayah di Indonesia yang menjadi hotspot
investasi real estate adalah Jakarta yang
mampu menawarkan keuntungan tertinggi
(37%) atas investasi real estate mewah di
dunia pada tahun 2012 dan 2013 (Chow, 2014). 

Pemerintah juga menjadi aktor yang terlibat
atas kepentingan meningkatkan daya tarik
kota untuk investasi (Goldman, 2011). Melalui
instrumen kebijakan, pemerintah
memberikan kemudahan dalam berinvestasi
atas nama kemajuan daerahnya.
Sebagaimana pergeseran kebijakan
pemerintah pusat yang berorientasi pada
liberallisasi perekonomian, hal ini
memungkinkan sektor swasta untuk
mengambil kendali dan membeli lebih
banyak lahan di daerah pinggiran. Mereka
membeli tanah tersebut dengan harga yang
sangat murah, menyimpannya selama
beberapa tahun (land banking), membangun
infrastruktur dan rumah secara bertahap
serta menjual tanah dan rumah tersebut
dengan harga yang sangat mahal (Firman,
2004; 2017; Rukmana et al. 2018). Dengan
demikian, peran pemerintah daerah telah
hilang seiring dengan masuknya
pengembang swasta. Kekuasaan dan
wewenang kemudian didistribusikan kembali
dari pemerintah ke sektor swasta.
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Proses privatisasi memungkinkan
pengembang swasta untuk
mengkomodifikasi proyek-proyek besar di
tepi kota. Private city dari awal dibangun oleh
pengembang swasta yang memproyeksikan
modernisme, menawarkan kawasan
perumahan, komersial, dan rekreasi eksklusif,
serta menciptakan bentuk tata kelola kota
yang baru (Percival & Waley, 2012). Wilayah-
wilayah ini menjadi terhubung secara
langsung dengan pasar properti yang
terintegrasi secara global, untuk real estate
perumahan atau untuk lokasi industri atau
bahkan untuk lanskap rekreasi baru. Misalnya
Kota Camco (Percival & Waley, 2012), Hutan
Kota (Moser, 2018), Ciputra Hanoi (Daun,
2015a), Kota Lippo (Bunnell et al. 2003) adalah
beberapa contohnya. Kota-kota baru ini
mencakup pembangunan besar yang
berkisar antara 300 hingga 1300 ha. Wilayah-
wilayah ini menjadi simbol konektivitas
global. Menariknya, hampir semua proyek ini
menggunakan istilah global (atau setara
seperti 'dunia' dan 'internasional'). Dengan
memanfaatkan keterkaitan global, proyek-
proyek ini mengubah orientasi identitas
sebuah kota dari basis budaya lokal, dan
produksi ruang yang bersifat pribumi. Hal ini
berfungsi untuk memberikan legitimasi
terhadap produksi dan kendali perusahaan
global atas proyek-proyek tersebut sebelum,
selama, dan setelah penyelesaiannya
(Douglass & Huang, 2007). 

PERIODESASI
PERKEMBANGAN KOTA-
KOTA SWASTA DI
INDONESIA
Di negara-negara berkembang seperti
Indonesia, pembangunan kota baru sangat
mungkin dilakukan oleh pihak swasta
(developer). Pemberian nama “kota baru”
seringkali digunakan pengembang untuk
membangun sebuah identitas area
permukiman yang terencana dan serba
lengkap (Omar, 2008). Di Indonesia,
pembangunan kota baru sebenarnya telah
berlangsung sejak era sebelum kolonial atau
era  sebelum   tahun   1900.   Secara       runtut, 

Budiharjo dan Sujarto (1999)
mengelompokkan trend perkembangan ini ke
dalam empat evolusi besar pengembangan
kota baru, yaitu (1) Era Pra Kolonial
(sebelum tahun 1900); (2) Era Kolonial
(tahun 1900-1950); (3) Era Kemerdekaan
(tahun 1950-1980an); dan (4) Era Milenium
(setelah tahun 1980-sekarang).

Menurut Budiharjo dan Sujarto (1999), di era
sebelum 1900an, Indonesia masih terpisah
sebagai negara-negara kerajaan sehingga
orientasi pembangunan kota baru ditujukan
untuk memperluas wilayah kekuasaan,
seperti kota-kota yang dikuasai oleh kerajaan
Majapahit dan Mataram kuno. Periode ini juga
merupakan periode transisi masuknya VOC
ke Indonesia, sehingga terbentuk pula kota-
kota baru yang dikuasi oleh kolonial seperti
Kota Sunda Kelapa tahun 1672 dan Semarang
tahun 1708. 

Selanjutnya adalah era kolonial (tahun 1900-
1950an). Di era ini penguasaan wilayah oleh
Belanda di sejumlah daerah menuntut
pembentukan kota-kota baru untuk
menjalankan fungsi administratif lokal.
Pemikiran perencanaan kota modern pun
mulai masuk di era ini terutama atas
pengaruh arsitek berkebangsaan Belanda
yang terkenal pada masa itu, yakni Thomas
Karsten yang mendesain beberapa kota-kota
besar Indonesia seperti Bandung, Surabaya,
dan Semarang. Pada masa ini, koloni yang
mempekerjakan orang-orang pribumi Jawa
di Pulau Sumatera juga membentuk kota-
kota transmigrasi sebagaimana terjadi di
Lampung pada tahun 1905 (Sujarto, 1995). 

Memasuki tahun 1950-1980 an menjadi era
transisi masa kolonial ke masa
kemerdekaan. Di era ini, pengembangan kota
baru berfokus pada penyelesaian
permasalahan urbanisasi perkotaan dan
pemerataan pembangunan desa-kota.
Hadirnya undang-undang otonomi daerah
memicu pemekaran wilayah di berbagai
daerah seperti Palangkaraya, Banjarbaru,
dan Cirebon. Di masa ini juga hadir kota
satelit Kebayoran Baru di Jakarta untuk
memenuhi kekurangan rumah terutama bagi
pegawai negeri. Hadirnya kota satelit
Kebayoran baru ini, tepatnya pada 1970-an,
menjadi penanda hadirnya embrio private
city. 
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Munculnya konsep kota satelit dimasa itu
dijadikan sebagai solusi untuk mengurangi
kepadatan penduduk di kota-kota besar.
Kota satelit ini dirancang sebagai kawasan
mandiri yang terintegrasi dengan pusat kota.

Evolusi perkembangan kota baru di Era
Milenium setelah tahun 1980-an. Awal era ini
pengembangan private city mulai dilakukan
pengembang swasta. Menurut Budiharjo dan
Sujarto (1999) setidaknya terdapat tiga
orientasi utama pengembangan kota baru di
era ini, yaitu penanganan urbanisasi,
penyediaan perumahan kota berwawasan
lingkungan, dan pembukaan lapangan kerja.
Pada masa ini, Pemerintah juga melakukan
deregulasi di sektor fiskal yang menjadi salah
satu tonggak penting dalam perkembangan
private city di Indonesia. Kebijakan ini
membuka kran investasi dan mendorong
pertumbuhan sektor properti secara
signifikan. Kebijakan ini sejalan dengan era
liberalisasi ekonomi yang membuka pintu
bagi investasi asing di sektor properti. 

Pada tahun 1988 terjadi deregulasi finansial
yang mendorong munculnya bank-bank
swasta yang didominasi oleh                        
keluarga konglemerat China Indonesia    dan 

Gambar 1 Proyek real estate kelas menengah dan kelas atas di Kawasan hinterland Jakarta
tahun 1987-2016

Sumber: Herlambang et al. 2019

bersamaan dengan itu lahir kebijakan sistem
ijin lokasi (location permit system) (Kidokoro
et al. 2022). Kondisi tersebut memberikan
peluang bagi konglomerat cina Indonesia
untuk memasuki bisnis real estate dan
melakukan land banking di wilayah
hinterland Jakarta dalam jumlah yang masif
yang didanai dari bank swasta yang mereka
miliki. Firman (2004) mencatat terdapat
72.000 ha ijin lokasi di wilayah Jabodetabek
pada tahun 1993-1998 yang mentransfer
kepemilikan lahan dari petani kepada para
oligopoli real estate melalui dukungan
regulasi ijin lokasi. Lahan-lahan tersebut kini
berkembang menjadi private city di
pinggiran kota Jakarta seperti BSD City dan
Lippo Karawaci di sisi barat Barat yang
menyasar kalangan menengah ke atas.
Selain itu, pada tahun 1989 pemerintah mulai
memberikan hak pengembangan kawasan
industri kepada pengembang swasta. Hal ini
memicu pengembangan kawasan
permukiman-industri swasta dalam skala
besar yang menyasar kelas menengah
pekerja (Hudalah dan Firman 2012) seperti
Jabadka dan Delta Mas di sisi timur Jakarta.
Sebaran spasial private city di kawasan
hinterland Jakarta dapat dilihat pada
Gambar 1.
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No Nama Tahun di-
dirikan

Luas
(Ha)

Cakupan
Administrasi

Pengembang
(swasta)

1 Alam Sutera 1994 800 Kota Tangerang Alam Sutera

2 Bintaro Jaya 1979 2.499 Kota Tangerang
Selatan Bintaro Jaya

3 Bumi Serpong
Damai (BSD)   1989

  
  3.500

  
  Kota

  Tangerang Selatan
Bumi

  Serpong Damai
(BSD)

  4
  Kota

Deltamas 1993 3.200   Kabupaten
  Bekasi

Sinar
  Mas Land

 5 Kota Jababeka 1989 5.600 Kabupaten Bekasi  PT Jababeka Tbk

  6
  

  Kota
  Wisata

  1997   700 Kabupaten
  Bogor  

Sinar
  Mas Land

 

Pembangunan private city pada Era 1990-an
mengalami pertumbuhan sangat pesat,
terutama di sekitar kota-kota besar. Konsep
private city yang ditawarkan pada masa ini
lebih modern dengan fasilitas yang lengkap,
seperti pusat perbelanjaan yang
mempromosikan konsumsi global melalui
waralaba global, kawasan industri, dan
fasilitas rekreasi. Kondisi ini terjadi dengan
dukungan masifnya liberalisasi ekonomi dan
globalisasi di masa itu, sehingga menjadi
momentum terbukanya peluang bagi
investor asing untuk berinvestasi di sektor
properti Indonesia. Berdasarkan Undang-
Undang Tata Ruang tahun 1992, kewenangan
perencanaan dilimpahkan kepada
pemerintah daerah, namun, pemerintah
daerah sering kali tidak memiliki kapasitas
perencanaan. Akibatnya, pengembang
oligopoli membeli lahan yang luas di
pinggiran kota untuk memanfaatkan situasi
ini guna merumuskan rencana tata ruang
yang sesuai dengan proyek mereka (Leitner &
Sheppard, 2018).

Memasuki abad ke-21, orientasi
pengembangan    private city   semakin  eksis 

dengan menawarkan penyediaan lingkungan
hunian mewah, modern, dan eksklusif. Pada
periode yang sama juga ditetapkan Undang-
Undang Penataan Ruang UU No. 26 Tahun
2007 sebagai kerangka hukum yang kuat
dalam mengatur perencanaan dan
pemanfaatan ruang serta pengendalian
pemanfaatan ruang. Pemerintah juga
menerbitkan berbagai peraturan yang lebih
detail terkait teknis pengembangan private
city, seperti persyaratan infrastruktur,
lingkungan, dan sosial. Lahirnya berbagai
regulasi teknis tersebut disebabkan karena
banyaknya proyek private city yang dimulai
pada tahun 1990-an. Hingga masa sekarang,
para pengembang kota baru berlomba-
lomba menawarkan investasi di bidang
properti berskala besar yang fokus
sasarannya pada masyarakat kelas
menengah atas, sebagai investasi yang
menjanjikan dengan keuntungan yang terus
meroket. Pergeseran orientasi semacam ini
dapat dilihat dari pengembangan beberapa
kota baru di Indonesia seperti pada tabel
berikut:

Tabel 1. Daftar Private City di Indonesia
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No Nama Tahun di-
dirikan

Luas
(Ha)

Cakupan
Administrasi

Pengembang
(swasta)

7
  Lippo

  Cikarang
 

1997 3.250 Kabupaten
  Bekasi

PT
  Lippo Karawaci

Tbk

8 CitraRaya
Tangerang 1994 2.760 Kabupaten

Tangerang
PT Ciputra

Development
Tbk

9 Gading
Serpong 1993 1.500 Kabupaten

Tangerang
PT Summarecon

Agung Tbk

10 Kota Harapan
Indah (HI) 1993 2.200

Jakarta Timur
  Kota Bekasi

  Kabupaten Bekasi
Kota Harapan

Indah (HI)

11 Lippo Karawaci 1990 2.500 Kabupaten
Tangerang

PT Lippo
Karawaci Tbk

12 Pantai Indah
Kapuk (PIK 1) 1992 1.036 Jakarta Utara Agung Sedayu

Group

13
Pantai Indah

Kapuk Dua (PIK
2)

2000 1.064 Kabupaten
  Tangerang

Agung
  Sedayu Group

14 Kuala Kencana 1995 17.078 Kabupaten Mimika PT Freeport
Indonesia

15 CitraLand
Surabaya 1993 2.000 Surabaya

PT Ciputra
Development

Tbk

16
CitraLand
Gama City

Medan
1981 212 Kabupaten Deli

Serdang
PT Ciputra

Development
Tbk

17 Pakuwon City 1994 600 Surabaya PT Pakuwon Jati
Tbk

18 BSB
  City 1981 1000 Semarang

PT
  Ciputra

Development
Tbk
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No Nama Tahun di-
dirikan

Luas
(Ha)

Cakupan
Administrasi

Pengembang
(swasta)

19  CitraLand
Tallasa City 2017 120 Makassar

PT Ciputra
Development

Tbk

20 CitraIndah
  City Jonggol 1997 825 Kabupaten

  Bogor

PT
  Ciputra

Development
Tbk

SINTESIS KARAKTERISTIK MOTIF PENGEMBANGAN
PRIVATE CITY 
Berdasarkan konsep dan kronologi
perkembangan private city di Indonesia,
terdapat beberapa karakteristik mendasar
dari proses pengembangan private city,
sebagai berikut:

Urbanisasi: Pertumbuhan penduduk di
kota-kota besar menyebabkan kebutuhan
terhadap perumahan dan fasilitas publik
semakin meningkat.

Perubahan Gaya Hidup: Perubahan gaya
hidup masyarakat yang semakin modern
mendorong permintaan terhadap hunian
yang lebih nyaman dan fasilitas yang
lengkap.

Investasi Asing: Masuknya investasi asing
ke sektor properti memberikan suntikan
dana segar untuk pengembangan private
city.

Kebijakan Pemerintah: Pemerintah
mengeluarkan berbagai kebijakan yang
mendukung pengembangan private city,
seperti pemberian insentif fiskal dan
kemudahan perizinan. Faktor institusional
yang berkontribusi terhadap
suburbanisasi Jakarta Metropolitan
meliputi munculnya masyarakat kelas
menengah, praktik tata kelola klien, dan
melemahnya kehadiran pemerintah di
pinggiran kota (Hudalah et al. 2007).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pengembangan private city, dengan
konsepnya yang menjanjikan kehidupan
nyaman, aman, dan berkelanjutan, seringkali
melibatkan investasi besar-besaran. Dalam
sistem ekonomi kapitalisme, dimana pasar
bebas dan profit menjadi pendorong utama
yang dijabarkan dalam beberapa poin
berikut: 

Orientasi Profit: Dalam sistem kapitalisme,
profit atau keuntungan merupakan tujuan
utama. Pengembangan private city,
terutama yang dilakukan oleh sektor
swasta, didorong oleh potensi keuntungan
yang besar. Insentif fiskal dan kemudahan
perizinan menjadi daya tarik bagi investor
untuk menanamkan modalnya.

Pertumbuhan Ekonomi: Pemerintah
melihat pengembangan private city
sebagai salah satu cara untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan adanya private city, diharapkan
akan tercipta lapangan kerja baru,
meningkatkan aktivitas ekonomi, dan
menarik investasi asing.

Deregulasi: Pemberian kemudahan
perizinan merupakan bentuk deregulasi
yang bertujuan untuk menciptakan iklim
investasi yang kondusif. Ini sejalan dengan
prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme yang
menekankan pada peran pasar dalam
mengalokasikan sumber daya.
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DAMPAK PENGEMBANGAN PRIVATE CITY

Segregasi spasial adalah sebuah fakta yang menggambarkan terjadinya pemisahan kelompok
masyarakat dalam ruang hidup mereka, yang ditandai dengan ciri fisik desain visual kawasan
yang telah tertata bagus dan kawasan yang tidak tertata bagus, karena pengaruh perbedaan
kemampuan finansial untuk membangun atau mengaksesnya. Private city, dengan desainnya
yang seringkali eksklusif dan terisolasi menampakkan fenomena segregasi spasial dengan
wilayah di sekitarnya. Segregasi spasial yang terjadi antara lingkungan private city di Indonesia
dengan kampung-kampung di sekitarnya juga ditunjukkan melalui perbedaan kondisi
infrastruktur dasar yang dimiliki tiap-tiap permukiman. 

Secara fisik, perbedaan ini dapat ditunjukkan melalui citra ruang yang begitu senjang antara
lingkungan perumahan di dalam kawasan private city dan kawasan kampung-kampung
organik di sekitarnya. Bahkan, segregasi fisik antara dua kawasan ini seringkali nampak jelas
dengan dipisahkan oleh tembok-tembok tinggi yang menjadi pagar pembatas kedua kawasan
tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2. Espano (2015) menyebutkan perbedaan
fisik dan spasial yang mencolok ini merupakan sinyal adanya perbedaan status sosial dan
kesenjangan yang mencolok antara apa yang terjadi di kawasan private city dan wilayah
sekitarnya. Segregasi spasial antar kluster juga dapat dilihat dari pembatasan akses masuk ke
perumahan. Melalui pintu gerbang yang semakin tinggi besar dan dijaga penuh oleh petugas
keamanan, menunjukkan bagaimana eksklusivitas masing-masing kluster semakin ditonjolkan.
Akibatnya, para penghuni terkelompokkan menjadi komunitas yang tertutup dan terpagar
(gated community).

SEGREGASI SPASIAL

Gambar 2 Tembok tinggi yang memisahkan kawasan permukiman private city dan
perkampungan organik di sekitarnya

Sumber: Ischak et al. 2017
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Segregasi sosial adalah pemisahan
kelompok masyarakat berdasarkan
perbedaan kelas sosial. Kehadiran private city
memang menawarkan terbukanya akses
lapangan pekerjaan, dengan karakter koneksi
global yang terbuka terhadap investasi. Akan
tetapi, penyerapan tenaga kerja tidak
semudah narasi yang ditawarkan untuk
diakses oleh semua kalangan, terutama
warga kampung dengan tingkat pendidikan
rata-rata yang rendah. Dalam hal ini, private
city hanya memberikan kesempatan kerja
bagi warga kampung yang terbatas pada
kelas pekerja bawah seperti pekerjaan di
pusat perbelanjaan, perkantoran, dan
kawasan industri. Selain itu, beberapa dari
mereka juga ada yang bekerja sebagai
pembantu rumah tangga, babysitter, dan
penjaga keamanan di komunitas
permukiman elit terkluster (Permanasari et al.
2024). 

Sekalipun dikatakan terdapat hubungan
yang kuat antara kota-kota swasta dan
kampung-kampung di sekitarnya dalam hal
penyediaan lapangan kerja, namun
perbedaan penghasilan antar kelompok
masyarakat, menunjukkan adanya
perbedaan kelas sosial yang begitu senjang
dan menyebabkan terjadinya segregasi
sosial. Berdasarkan temuan atas kondisi ini,
maka dapat dijustifikasi bahwa kesenjangan
tidak bisa dihindari dan selamanya akan
selalu tumbuh beriringan dengan hadirnya
private city. Sebab masyarakat lokal dari
kampung-kampung sekitarnya juga tidak
mampu membeli rumah di kawasan private
city. Sehingga ketika berbicara segregasi
perkotaan, akan terlihat jelas bagaimana
posisi kelas sosial bawah yang dikondisikan
memiliki keterbatasan dalam mengakses
kawasan maju.  

Kondisi kesenjangan ini juga berdampak
pada aspek daya akses terhadap fasilitas
pendidikan. Mayoritas masyarakat yang
merupakan pekerja dari kampung sekitar
tidak mampu mengakses fasilitas pendidikan
yang berkualitas, dibanding dengan
penghuni private city. Yuniarti (2010) dalam
penelitiannya menunjukkan bahwa penghuni
private city cenderung akan memiliki pola
preferensi fasilitas pendidikan di wilayah
’keinginan (want)’. Artinya, bahwa penghuni
private city sebagian besar dapat memilih
lokasi fasilitas pendidikan yang sesuai
dengan keinginan dan kepraktisannya. Hal
tersebut juga berbanding lurus dengan
orientasi hidupnya, yaitu dari ’kebutuhan
(need)’ ke arah ’keinginan (want)’. Semakin
tinggi tingkat penghasilan dan tingkat
pendidikannya, semakin mengarah pula
orientasi kehidupannya ke arah ’keinginan
(want)’ (Yuniarti, 2010).

Kesenjangan lain juga dapat terlihat pada kualitas konstruksi bangunan layanan publik, seperti
prasarana transportasi (jalan), sarana pendidikan, dan sarana kesehatan, yang lebih
berkembang dan terpelihara kondisinya di private city dibandingkan dengan wilayah
sekitarnya. Sebagaimana, Leaf (1994) yang menyatakan bahwa segregasi yang dibentuk
private city tidak hanya ditunjukkan melalui hadirnya tembok besar memanjang, namun juga
ditunjukkan dengan adanya penyekatan ruang antara kompleks-kompleks perumahan di
dalam lingkungan internal kota. Penyekatan ruang-ruang perumahan ini terjadi karena adanya
perbedaan tipe dan harga rumah, pembatasan akses masuk, serta perbedaan fasilitas di tiap
kluster perumahan. Perbedaan tipe dan harga rumah yang ditawarkan tiap kluster, membuat
para penghuni kota baru terkelompok ke dalam satu lingkungan hunian tertutup (eksklusif)
berdasarkan karakteristik sosial ekonominya secara alami. 

SEGREGASI SOSIAL

PERAMPASAN RUANG HIDUP ENTITAS
LOKAL DAN MARGINAL
Proses produksi ruang private city juga
seringkali diiringi dengan perampasan ruang
hidup melalui pengusiran baik yang terjadi
secara halus melalui proses gentrifikasi dan
transaksi jual beli tanah maupun melalui
proses konflik dengan penggusuran. Proses-
proses ini oleh Harvey (2003) disebut dengan
accumulation by dispossession. Proses
akumulasi melalui proses perampasan ini
bahkan didukung dengan regulasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
Dalam banyak kasus, Badan Pertanahan
Nasional dan pemerintah daerah cenderung
memihak pengembang (Firman, 2014). Dari
perspektif pejabat nasional dan kota, proyek
real estat semacam itu meningkatkan daya
saing global sebagai tujuan modal investasi
bergerak, dan bagi elit ekonomi dan politik
(Leitner and Sheppard, 2018).
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sehingga secara otomatis kemampuan
mengakses lingkungan tersebut diserahkan
pada pasar. Fenomena ini dapat diamati
pada masyarakat Betawi yang semakin
tersisih ke pinggiran padahal mereka adalah
penduduk asli Jakarta yang telah menghuni
wilayah perkotaan sejak abad ke 17. Pada
tahun 1970 an jumlahnya menurun dan saat
ini hanya sekitar 20% dari total penduduk
Jakarta (Dewi, 2018).

Di sisi lain, hunian-hunian yang
dikembangkan di private city oleh para
pengembang swasta dikembangkan tidak
semata-mata untuk hunian tempat tinggal,
tetapi sebagai investasi berisiko rendah atau
bahkan untuk tujuan spekulatif karena harga
tanah di kota-kota baru meningkat pesat
(Firman, 2014). Hal ini memicu kenaikan harga
lahan dan properti yang semakin
melambung. Spekulasi kenaikan harga lahan
dan properti mendorong para pengembang
untuk mengembangkan hanya hunian kelas
atas karena memberikan profit return yang
lebih tinggi. Kondisi ini direspon oleh
pemerintah dengan dikeluarkannya PP No. 12
Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
didalamnya mengatur tentang hunian
berimbang. Hunian berimbang adalah
perumahan atau Lingkungan Hunian yang
dibangun secara berimbang antara Rumah
sederhana, rumah menengah, dan rumah
mewah. Pembangunan perumahan skala
besar mewajibkan komposisi setiap dibangun
1 rumah mewah, harus diimbangi dengan
pembangunan 2 rumah menengah, dan 3
rumah sederhana. Namun, dengan tingginya
spekulasi harga tanah dan properti,
peraturan tersebut sulit diterapkan terutama
di wilayah hotspot seperti pinggiran kota
Jakarta. Dengan demikian, harapan untuk
membuka akses hunian untuk kelompok
menengah bawah melalui PP tersebut seperti
mimpi yang sulit diwujudkan. Sebagai
akibatnya, masyarakat menengah ke bawah
akan menempati ruang-ruang yang semakin
jauh dari wilayah strategis menyesuaikan
kemampuan daya beli. Bahkan, menempati
ruang-ruang marginal yang tidak layak untuk
ditinggali. 

Sebagaimana kasus PIK 2 yang ditetapkan
sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kebijakan penetapan kawasan PIK 2 yang
sebelumnya mendapatkan rintangan terkait
reklamasi teluk Jakarta akhirnya
mendapatkan kemudahan pembebasan
lahan karena mendapatkan jaminan di
bawah regulasi PP 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Perkembangan kota-kota baru di pinggiran
Jakarta pada tahun 1980-an dan 1990-an
sebagian besar disebabkan oleh spekulasi
tanah yang dilakukan oleh beberapa
pengembang swasta dan izin lahan tak
terkendali yang diberikan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk
pembangunan perumahan di daerah
tersebut (Firman, 2004). Proses akuisisi tanah
di pinggiran Jakarta biasanya melibatkan
calo tanah yang menarik sejumlah besar
uang sebagai komisi dan membuat
prosesnya lebih rumit. Sebuah studi
menunjukkan bahwa calo tanah di Jakarta
memperoleh sekitar 10% dari transaksi yang
nilainya kurang dari Rp. 100 juta, dan sekitar
5% dari transaksi lainnya (Dorleans, 1994;
Dorleans, 2000). Ketika pengembang
membeli tanah dari pemilik tanah, mereka
sendiri yang menentukan harga tanah yang
seringkali tidak adil. Sebaliknya, ketika mereka
menjual tanah yang sudah dikembangkan
kepada pengguna, harga ditentukan oleh
pasar (Ferguson and Hoffman, 1993). Hal ini
sering menimbulkan ketegangan konflik
antara pemilik tanah dan pengembang. 

Perampasan ruang hidup secara halus juga
terjadi melalui proyek-proyek gentrifikasi
berskala besar di daerah kampung (Kidokoro
et al. 2022). Gentrifikasi merupakan
transformasi tata guna lahan yang diikuti
oleh perubahan kawasan permukiman
masyarakat berpenghasilan rendah menjadi
kawasan permukiman masyarakat dengan
tingkat sosial ekonomi yang lebih baik.
Sayangnya, bukan kualitas masyarakat
setempat yang meningkat dengan adanya
penataan lahan tetapi pada praktiknya justru
terusirnya masyarakat lokal yang tergantikan
dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi
lebih tinggi yang memiliki kemampuan untuk
mengakses lingkungan yang telah
direvitalisasi tersebut. Lingkungan tersebut
meningkat nilainya karena  telah   
mengalami perbaikan    kualitas     melalui       
penataan 
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Pembangunan kota privat sering kali
melibatkan alih fungsi lahan yang signifikan,
mengubah ruang terbuka hijau, lahan
pertanian, menjadi area komersial atau
perumahan. Hal ini dapat menyebabkan
penurunan kualitas udara, suhu, dan
merubah siklus hidrologi. Pembangunan
infrastruktur yang tidak terencana dapat
menyebabkan penurunan kualitas air tanah
dan masalah drainase, yang berujung pada
banjir dan longsor pada kawasan hunian
masyarakat lokal.

Selain itu, model produksi ruang private city
cenderung mengikuti pasar dibandingkan
mempertimbangkan keberlanjutan.
Kecepatan pertumbuhan private city yang
turut mewarnai dinamika urbanisasi
perkotaan berjalan lebih cepat dibandingkan
dengan perencanaan. Dokumen
perencanaan tata ruang yang seharusnya
menjadi ruh dalam pembangunan seringkali
justru menjadi dokumen legitimasi berdirinya
private city. Sehingga penataan ruang
menjadi fenomena yang berjalan mengikuti
mekanisme penataan uang. Aspek daya
dukung dan daya tampung yang menjadi
salah satu dasar penyusunan tata ruang
berkelanjutan, tidak lagi menjadi
pertimbangan utama. Sebagai akibatnya,
keberlanjutan lingkungan tergadaikan dan
berlangsunglah keberlanjuran. 

Tanpa komitmen yang kuat dan langkah-
langkah mitigasi yang ketat dari pemerintah
dan ketika daerah pinggiran kota menjadi
urban tanpa rencana yang spesifik, kota-kota
swasta hanya akan memicu konflik dan
kerusakan ekologis. Harvey (2003)
berargumen bahwa kapitalisme modern
cenderung merampas aset-aset umum dan
mengubahnya menjadi komoditas untuk
menghasilkan keuntungan. Proses produksi
ruang dalam perkembangan private city
menunjukkan terjadinya fenomena berikut ini.

Privatisasi ruang publik: Pengembangan
private city seringkali dibangun di atas
lahan yang sebelumnya merupakan
ruang publik atau pertanian. Proses ini
mencerminkan logika akumulasi oleh
perampasan, di mana aset-aset umum
dikonversi menjadi properti pribadi untuk
menghasilkan keuntungan.
Pembentukan enklave: Pengembangan
private city seringkali berfungsi sebagai
enklave eksklusif yang terpisah dari kota
yang lebih luas. Hal ini memperkuat
ketimpangan sosial dan spasial, serta
menghambat integrasi sosial.
Dominasi pasar: Pengembangan private
city didorong oleh logika pasar dan
keuntungan finansial. Pemerintah
seringkali memberikan dukungan kepada
pengembang swasta, sehingga
memperkuat dominasi pasar dalam
proses urbanisasi.

FENOMENA REAL ESTATE STATE
Tumbuhnya private city di wilayah pinggiran
Jakarta menunjukkan era real estate state.
Era ini menggambarkan kota-kota tumbuh
yang didorong oleh kekuatan pihak swasta
dalam hal ini adalah para konglomerat besar
yang memiliki jaringan multiusaha dan
difasilitasi oleh regulasi yang memberikan
kemudahan bagi mereka. Akhirnya regulasi
tata ruang dapat disesuaikan dengan
permintaan. Ruang-ruang perkotaan lebih
condong dibentuk oleh interest swasta dan
cenderung mengabaikan hajat publik dan
kebutuhan dasar masyarakat.  Oleh karena
itu, ekspansi perkotaan melalui
pengembangan private city telah mengubah
struktur kota dan menghapus sebagian besar
lahan pertanian. Fenomena ini tidak hanya
menunjukkan ciri-ciri peri-urban, namun hal
ini juga mencerminkan kelemahan kebijakan
pemerintah dalam menciptakan keadilan
(Winarso et al. 2015).

PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN
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Pembangunan private city menawarkan
gaya hidup modern yang mengglobal,
lengkap dengan kenyamanan berbagai
fasilitas penunjang kehidupan yang ideal.
Akan tetapi, menyisakan masalah segregasi,
perampasan ruang hidup dan penurunan
kualitas lingkungan hidup yang nyata. Kondisi
ini menjadi indikasi kuat terjadinya sebuah
fenomena drakula urbanisme, dimana
kekuatan politik dan ekonomi pemerintah
yang melemah, kemudian oleh swasta
ditangkap sebagai peluang untuk
membentuk kota-kota masa depan yang
berfokus pada inovasi dan efisiensi, tetapi
dalam praktiknya sering mengabaikan
kebutuhan atau hak-hak sebagian besar
penduduk, khususnya masyarakat lokal.
Proyek-proyek ini secara dominan berfokus
pada keuntungan ekonomi, sementara
keberlanjutan sosial dan lingkungan menjadi
terabaikan. Ini menciptakan "drakula" yang
menghisap sumber daya dari komunitas lokal
tanpa memberikan manfaat yang seimbang.

Produksi ruang hidup dalam era
pembangunan private city lebih banyak
dikendalikan oleh sektor swasta yang
mendapatkan keistimewaan dari kemudahan
regulasi yang diberikan oleh pemerintah
setempat. Hal ini berimplikasi pada
penguasaan ruang-ruang hidup oleh sektor
swasta termasuk pada ruang-ruang yang
seharusnya menjadi ruang publik karena
memiliki pengaruh terhadap hajat hidup
publik. Aspek distribusi akses terhadap ruang
pada akhirnya diserahkan kepada pasar
dengan mekanisme harga. Maka secara
alamiyah, akses diserahkan pada
kemampuan untuk membayar atas harga
tersebut.

Pengelolaan ruang hidup dalam Islam tidak
terlepas dari paradigma pengelolaan
kehidupan. As-Syari’ (Sang Pembuat Hukum,
Allah Azza wa Jalla) telah memberikan
kewenangan kepada pihak-pihak tertentu
dalam pengelolaan kehidupan. Allah telah
memberikan kewenangan kepada khalifah
sebagai representasi pemimpin negara untuk
mengatur    segala    urusan    umat    dengan  
syariat-Nya. 

REFLEKSI PENGEMBANGAN PRIVATE CITY  UNTUK
KEBELANGSUNGAN PERADABAN

Islam juga membagi jenis-jenis
kepemilikan berikut subjek yang
diberikan kewenangan oleh Allah untuk
mengelolanya. Islam membagi
kepemilikan menjadi 3 yaitu
kepemilikan individu, negara, dan milik
umum. Dalam konteks produksi ruang
hidup yang dilakukan oleh swasta,
maka hal itu berada pada domain
kepemilikan individu yang terikat
dengan hukum syara terkait dengan
harta apa saja yang boleh dikuasai
individu, mekanisme perolehan dan
pengembangan harta. 

Negara hadir sebagai entitas yang menjaga
tegaknya masing-masing kepemilikan
dengan berbagai pelaksanaan hukum syara
dan kebijakan yang diambil oleh negara.
Negara juga berwenang dalam menegakkan
sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran yang
terjadi atas hak-hak kepemilikan. Bukan
seperti praktik hari ini di mana negara justru
memberikan fasilitas eksklusif kepada
konglomerat untuk mengambil hak individu
secara zalim melalui regulasi kebijakan.
Bahkan ada hak publik yang tergadaikan
seperti dikonversinya hutan lindung dan
dikuasanya wilayah laut. Ancaman Allah atas
hal tersebut amat besar sebagaimana hadis
berikut.

“Tidaklah salah seorang dari kamu
mengambil sejengkal tanah tanpa hak,
melainkan Allah akan menghimpitnya
dengan tujuh lapis bumi pada hari
kiamat kelak,” (HR Muslim).

Secara praktis, produksi ruang hidup akan
diatur dan dikelola oleh negara melalui
instrumen  penataan  ruang  sehingga  ruang 
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Produksi ruang hidup pada lahan-lahan
kepemilikan individu dapat dibatasi secara
alami agar tidak terjadi penguasaan yang
timpang seperti hari ini. Salah satunya
adalah terkait dengan hukum asal lahan
yang harus dimanfaatkan. Apabila lahan
ditidurkan dalam kurun waktu 3 tahun untuk
tujuan apapun, maka negara memiliki
wewenang untuk menyita lahan tersebut dan
mendistribusikannya kembali kepada pihak-
pihak yang membutuhkan. Dengan demikian,
ruang hidup menjadi produktif. Bahkan
negara juga dapat memberikan lahan
ataupun hunian secara gratis kepada pihak
yang membutuhkan untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar individu per
individu secara layak (ma’ruf).

Dalam era pembangunan neoliberal
kapitalistik fasilitas-fasilitas dapat dinikmati
secara eksklusif hanya untuk pihak-pihak
tertentu seperti kelompok masyarakat yang
mampu mengakses hunian di kawasan
private city, sehingga problem ketimpangan
pemenuhan kebutuhan dasar ini semakin
melebar. Banyak masyarakat lokal yang
sangat sulit mengakses hunian bahkan harus
menempati ruang-ruang marginal, tetapi di
satu sisi terdapat kelompok masyarakat yang
menjadikan hunian sebagai investasi. Bahkan
kawasan eksklusif ini memiliki otorita untuk
mengatur regulasi kawasannya yang tertutup
aksesnya bahkan dari pemerintahan
setempat, namun dapat terhubung langsung
dengan dunia global. Dari perpektif geopolitik,
tentu ini membahayakan keamanan negara
di mana terdapat wilayah yang berdiri secara
otonom di kawasan strategis negara.

yang tercipta dirancang melalui pola ruang
yang diatur oleh negara dengan
mempertimbangkan berbagai aspek dalam
hukum syara seperti kepemilikan. Misalnya
ketika ada sebidang tanah yang memiliki
fungsi daerah resapan yang memiliki fungsi
ekologis yang menguasai hajat hidup publik,
maka negara dapat meng hima wilayah
tersebut dan menetapkan regulasi
pengaturan zonasi untuk wilayah tersebut.
Sehingga produksi ruang bukan diserahkan
pada kekuatan pasar tetapi pada
pengaturan regulasi tata ruang. 

Islam juga memiliki seperangkat aturan yang
memudahkan akses ruang hidup bagi warga
negara. Permasalahan sulitnya akses ruang
hidup hari ini terutama bagi masyarakat
kelas menengah bawah tidak terlepas dari
timpangnya penguasaan ruang hidup. Di
mana pihak-pihak yang mendapatkan
previlage dari penguasa mendapatkan
imunitas untuk menguasai ruang hidup
seluas-luasnya tanpa batas dengan
melanggar hak pihak lain ataupun hak
umum. Penguasaan tersebut diiringi
menidurkan lahan untuk spekulasi yang
membuat harga lahan melambung. Bentuk
penguasaan yang demikian merupakan
keharaman. Negara berwenang menyita dan
mengembalikan kepemilikan kepada pihak-
pihak yang berhak atas kepemilikan tersebut.
Selain itu, ruang hidup dapat diakses tidak
hanya melalui jual beli tetapi juga dapat
diperoleh melalui mekanisme waris, ihya al
mawat (menghidupkan tanah mati), maupun
iqtha (pemberian negara). 
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Pembangunan di dalam Islam tidak melibatkan investasi asing yang justru akan
membahayakan bagi negerinya. Pembangunan semata-mata diambil dari dana baitulmal.
Dengan pengaturan yang sempurna ini, kesejahteraan bagi semua rakyat akan terjamin,
dimana konsep kota ideal dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek fisik, namun juga
pada aspek sosial dan spiritual. Sebab kota dalam pandangan Islam bukan sekadar kumpulan
bangunan, melainkan sebuah ekosistem sosial yang saling mendukung dan saling melengkapi.
Berikut beberapa prinsip dasar perencanaan kota dalam Islam pada masa kekhilafahan:

Keadilan Sosial: Bila Pengembangan private city seringkali berfokus pada keuntungan
ekonomi dan melahirkan gated community, dalam masa daulah Islam Kota dirancang
untuk menjamin keadilan bagi seluruh penduduk, tanpa memandang status sosial,
ekonomi, atau suku. Hal ini tercermin dalam pembagian tanah yang adil, akses yang sama
terhadap fasilitas umum, yang mudah diakses oleh seluruh penduduk, tanpa memandang
status sosial atau ekonomi serta memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas. 
Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat: Pembangunan kota tidak hanya berorientasi
pada duniawi, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual. Masjid menjadi pusat
kehidupan dan titik sentral masyarakat, di mana ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial
dilakukan seperti halnya kota Baghdad dibangun dengan fisi kota yang tidak hanya indah,
tetapi juga kota yang mampu menumbuhkan spiritualitas dan karakter yang mulia pada
penghuninya.
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